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ABSTRACT 
Join operation is a cooperation between two or more business entities 
to complete a temporary project. Syirkah is one of the cooperation 
between two or more people in a business where both are responsible 
for profits and losses and are based on mutual assistance. Join 
Operation between KSU and LKM in the Procurement of Heavy 
Equipment can be considered as cooperation between institutions. 
The purpose of this study is to determine the practice of joint operations 
between KSU and LKM in the procurement of heavy equipment and 
the practice of joint operations between KSU and LKM in the 
procurement of heavy equipment according to sharia economic law. 
The method used in this research is a qualitative approach with the 
type of field research. Data collection techniques in the form of 
observation, interviews with the secretary, treasurer, KSU financial 
administration staff with LKM and supplemented with 
documentation. 
The results showed, first, that the practice of joint operations between 
KSU and LKM begins with the LKM surveying the prices and specs 
of heavy equipment needed in building a project to the manufacturer, 
after the survey the two parties meet to deliberate and negotiate so that 
there is a mutual agreement, this is an MOU agreement between KSU 
and LKM in the procurement of heavy equipment and there are 
contributions from each party. After the MOU, KSU releases funds in 
cash to be given to LKM, then LKM buy heavy equipment and provide 
benefits to KSU in installments. Second, the practice of joint operation 
between KSU and LKM in the procurement of heavy equipment 
according to sharia economic law in its implementation has fulfilled 
the pillars, conditions and principles of syirkah according to Islamic 
teachings. So, both parties do not appear to have elements that are 
prohibited by Islamic law in cooperating (syirkah) but in practice there 
are similarities with murabahah in terms of financing and musyarakah 
mutanaqisah in terms of operations. This is because both parties in the 
cooperation are mutually consensual, mutual help and mutual 
openness, because both parties want to help each other in the 
procurement of this heavy equipment. 
Keywords: Join Operation, Syirkah, Heavy Equipment; 

 
 

ABSTRAK 
Join operation merupakan kerjasama antara dua atau lebih badan 
usaha untuk menyelesaikan suatu proyek yang bersifat 
sementara. Syirkah merupakan salah satu kerja sama antara dua 
orang atau lebih dalam suatu bisnis dimana keduanya 
bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian serta 
dilandasi oleh rasa tolong menolong. Join Operation Antara KSU 
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dengan LKM dalam Pengadaan Alat-Alat Berat dapat 
diperhatikan sebagai kerjasama antar lembaga. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui praktik join 
operation antara KSU dengan LKM dalam pengadaan alat-alat 
berat dan praktik join operation antara KSU dengan LKM dalam 
pengadaan alat-alat berat menurut hukum ekonomi syariah. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field 
research). Teknik pengumpulan data berupa observasi, 
wawancara kepada sekretaris, bendahara, staff administrasi 
keuangan KSU dengan LKM dan dilengkapi dengan 
dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan, pertama bahwa, praktik join 
operation antara KSU dengan LKM diawali dengan pihak LKM 
survei mengenai harga dan spek alat-alat berat yang 
dibutuhkan dalam membangun sebuah proyek kepada 
produsen, setelah adanya survei kedua belah pihak saling 
bertemu untuk bermusyawarah dan negoisasi sehingga 
didalamnya  terdapat kesepakatan bersama, hal ini adanya 
surat perjanjian MOU antara KSU dengan LKM dalam 
pengadaan alat-alat berat dan didalamnya terdapat kontribusi 
masing-masing pihak. Setelah adanya MOU, KSU 
mengeluarkan dana secara tunai untuk diberikan kepada LKM, 
kemudian LKM membelikan alat-alat berat dan memberikan 
keuntungan kepada KSU dengan secara cicilan. Kedua, Praktik 
join operation antara KSU dengan LKM dalam pengadaan alat-
alat berat menurut hukum ekonomi syariah dalam 
pelaksanaanya telah memenuhi rukun, syarat dan prinsi-
prinsip syirkah sesuai ajaran islam. Sehingga, kedua belah pihak 
tidak terlihat adanya unsur-unsur yang dilarang oleh syari’at 
islam dalam berkerja sama (syirkah) tetapi dalam praktiknya ada 
kemiripan dengan murabahah dalam hal pembiayaan dan 
musyarakah mutanaqisah dalam hal operasional. Hal ini kedua 
belah pihak dalam kerjasamanya saling suka sama suka, saling 
tolong menolong dan saling keterbukaan, karena kedua belah 
pihak saling dan ingin membantu satu sama lain dalam 
pengadaan alat-alat berat ini. 
Kata kunci: Join Operation, Syirkah, Alat-Alat Berat; 

 
 
PENDAHULUAN 

Di Indonesia dalam bidang perekonomian sejalan dengan perkembangan waktu dan 
kebutuhan masyarakat untuk berbisnis, berbagai jenis badan usaha pun muncul untuk 
memenuhi kebutuhan para pelaku usaha. Salah satu jenis badan usaha yang terbentuk dari 
perjanjian kerja sama adalah kerja sama operasi (join operation) (Sari, 2019). 

Menurut Yusri (2021) bentuk kerja sama operasi adalah kolaborasi antara dua atau lebih 
badan usaha untuk menyelesaikan suatu proyek dan kolaborasi ini bersifat sementara hingga 
proyek selesai. Join Operation sering digunakan dalam aktivitas usaha kontraktor. Kerja sama ini 
dilakukan oleh beberapa perusahaan karena berbagai alasan, seperti proyek besar yang 
memerlukan dana yang signifikan atau keahlian khusus yang tidak dimiliki oleh satu 
perusahaan, sehingga mendorong perusahaan tersebut untuk bekerja sama dengan pihak lain 
(Metalia & Sembiring, 2023). Sebelum pelaksanaan kerja sama (join operation), kedua belah pihak 
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membuat akad kontrak tertulis sebagai bentuk kesepakatan, sebagaimana dianjurkan dalam Al-
Qur’an, untuk mencegah munculnya konflik atau perselisihan di masa depan. Kepatuhan 
terhadap aturan-aturan yang tertuang dalam kontrak ini adalah kewajiban yang diatur oleh 
syariat Islam (Hasshan et al., 2021). 

Di antara berbagai macam akad yang dibenarkan dalam agama Islam adalah mudharabah, 
musyarakah, dan murabahah. Akad-akad ini biasanya digunakan dalam transaksi antara 
perbankan syariah dengan para nasabahnya, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa akad-
akad tersebut juga digunakan oleh lembaga lain selain perbankan syariah (Maruta, 2016). Seperti 
hal nya dalam konteks join operation yang berada di Al-zaytun, fenomena ini semakin menarik 
ketika telah diterapkan dalam lingkup lembaga yang berbasis keagamaan setingkat pesantren 
seperti KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid 
Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun, secara prinsip syariah islam telah menjadi landasan utama 
dalam semua aspek kerjasama ekonomi bagi para pelaku usaha dalam lembaga ini. Kerjasama 
tidak hanya untuk hubungan bisnis melainkan juga bagian dari pengalaman spiritual yang 
mendalam, hal itu ditujukan adanya akad musyarakah yang berarti suatu kesepakatan antara 
dua atau lebih untuk berserikat dalam suatu badan usaha dengan modal dan keuntungan yang 
diperoleh (Anjani & Hasmarani, 2016). 

Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti bahwa KSU Desa Kota 
Indonesia memberikan uang dalam bentuk pinjaman untuk Lembaga Kesejahteraan Masjid 
(LKM) Masjid Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun yang dimana LKM Masjid Rahmatan Lil’Alamin 
Al-Zaytun memiliki proyek seperti pembangunan pustir, jalan dan lahan pertanian. Maka dari 
itu KSU Desa Kota Indonesia ikut serta membangun dan mensukseskan pembangunan proyek 
pustir, jalan dan lahan pertanian dengan kontribusi dalam membantu pembelian alat-alat berat, 
sehingga Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun dapat 
mengelola dan membangun proyek dengan optimal dalam melaksanakan amanah Allah SWT 
dalam menjaga keberlanjutan ekonomi umat serta memenuhi hajat masyarakat. Prosedur Join 
Operation ini diawali dengan pihak KSU Desa Kota Indonesia dan pihak Lembaga Kesejahteraan 
Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun saling bertemu untuk membuat 
kesepakatan dalam pembelian barang, spek, dan harga. Setelah membuat kesepakatan atas 
barang, kedua belah pihak membuat kesepakatan kembali mengenai jangka waktu pembayaran, 
dan keuntungan dari harga alat-alat berat tersebut. Sehingga kedua belah pihak saling bersepakat 
dalam Join Operation pengadaan alat-alat berat, contoh alat-alat beratnya yaitu drum truck dan 
eskavator. Jadi dalam aplikasi Join Operation antara KSU Desa Kota Indonesia dan Lembaga 
Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat 
berat dapat diperhatikan sebagai kerja sama. 

Kerja sama dianggap sebagai nilai yang sangat penting. Islam menekankan pentingnya 
saling tolong-menolong dan berbagi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera 
(Abdilah et al., 2024). Untuk merealisasikannya masyarakat mampu memiliki komitmen etika 
dan normatif yang tinggi saat ini, serta menjunjung tinggi keadilan dan etika dalam syariat Islam, 
yang menyatakan bahwa sumber daya ekonomi harus dibagi secara merata untuk kemakmuran 
seluruh umat. Selain memainkan peran penting dalam ekonomi, pasar juga bertanggung jawab 
untuk menciptakan kesejahteraan dan menegakkan keadilaan (Ismirana, 2021). Sebab tujuan 
utama ekonomi syariah adalah menciptakan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan 
individu dan kepentingan masyarakat dalam mengatur kegiatan ekonomi, sehingga dapat 
mewujudkan keadilan, kesejahteraan, serta kebahagiaan di dunia dan akhirat (Suardi, 2021). 

Sebagai makhluk sosial dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia harus 
berhubungan dengan orang lain. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga orang sering 
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kali tidak dapat memenuhinya dalam diri sendiri dan harus berhubungan dengan orang lain 
untuk memenuhinya. Interaksi antara sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan harus 
didasarkan pada aturan yang berlaku, termasuk dalam hal menjalankan usaha (Nasyiah & 
Khalid, 2017). Dalam hal ini ekonomi adalah bagian dari hubungan antara manusia dengan orang 
lain. Prinsip ekonomi Islam berasal dari Al- Qur`an dan Hadits. Prinsip ini terdiri dari prinsip-
prinsip yang abadi seperti tauhid, adil, kemaslahatan, kebebasan dan tangung jawab, 
persaudaraan, dan sebagainya (Agnusia et al., 2022). Pola kerja sama dengan prinsip-prinsip 
kemitraan bagi hasil yang juga dikenal sebagai join operation, dalam ekonomi islam juga 
mengenal pola pencampuran atau pola kerja sama seperti halnya join operation yang didalam 
terminologi ushul fikih dikenal dengan sebutan syirkah (Saripudin, 2018). 

Syirkah merupakan salah satu kerja sama antara dua orang atau lebih dalam suatu bisnis 
dimana keduanya bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian serta dilandasi oleh rasa 
tolong menolong (Israeni, 2022). Hal ini yang dilandasi oleh prinsip tolong-menolong ayat Al-
Qur’an terkandung dalam surah Al-Maidah (5) ayat 2, yang berbunyi: 

  بِاَقعِلْاُ دیْدِشََ ّٰ? َّنَ ّٰ? اوُقَّتاوَۖ نِاوَدُْعلْاوَ مِْثلاِْا ىَلعَ اوُْنوَاَعَت لاَوَ ىۖوٰقَّْتلاوَ رِِّبلْا ىَلعَ اوُْنوَاَعَتوَ
“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-
menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 
sangat berat siksaan-Nya” (Kemenag, 2019) 
Menurut Tafsir Al-Qurthubi (2013) bahwa ayat ini telah memerintahkan agar kaum 

Muslimin saling membantu dalam perbuatan yang mendatangkan manfaat dan kebaikan, seperti 
amal ibadah, berbuat baik kepada sesama, dan menaati perintah Allah. Serta menjelaskan bahwa 
kebajikan (al-birr) meliputi semua kebaikan yang diperintahkan dalam syariah, baik yang 
berterkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah (seperti shalat dan zakat) maupun 
hubungan antar manusia (seperti keadilan, tolong-menolong, dan kasih sayang). Sedangkan 
takwa (taqwa) adalah tindakan menghindari segala hal yang dilarang oleh Allah dan menjaga 
diri dari dosa. Dengan demikian, kolaborasi yang dianjurkan adalah yang membawa kepada 
ketaatan dan penguatan hubungan dengan Allah serta kemaslahatan bagi manusia.  

Konsep syirkah dapat dikaitkan dengan sistem ekonomi yang berlaku saat ini, namun tentu 
saja butuh waktu yang lama untuk mempelajarinya secara menyeluruh. Perekonomian saat ini 
tidak lepas dari sistem yang ada di dunia barat, yang cenderung mengutamakan keuntungan 
tanpa mempertimbangkan halal dan haram dalam hukum perekonomian. Ketentuan islam 
sebagai ruang lingkup fiqh muamalah merangkum pentingnya ekonomi sebagai salah satu cara 
manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kehidupan dalam bertransaksi yang beraneka 
ragam dan secara kelembagaan dalam bentuk kerja sama permodalan, yang juga diatur dalam 
fiqh muamalah untuk menjaga konsep keadilan dan kesejahteraan (Herman, 2022). Dalam setiap 
pelaksanaannya sistem ekonomi berdasarkan syariah mempunyai aturan yang jelas dalam setiap 
kegiatan usahanya yang melarang adanya spekulasi praktik yang mengandung unsur riba, gharar 
(ketidakpastian), dan penggandaan keuntungan yang tidak sah dalam bentuk apapun. Sistem 
ekonomi islam sejalan dengan sistem ekonomi kerakyatan yang berlandaskan pada upaya 
pemerataan, kemandirian, dan keadilan bagi rakyat (Haykal et al., 2024). 

Syirkah memainkan peran yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat. 
Tidak berjalannya ekonomi sering terjadi karena pemilik modal tidak mampu mengelola 
modalnya sendiri atau sebaliknya mempunyai kemampuan mengelola modal tetapi tidak 
memiliki modal tersebut, hal ini dapat diselesaikan dengan syirkah yang dibolehkan dalam 
hukum islam untuk menyelesaikannya jika pelaku usaha memiliki keterbatasan modal, islam 
menawarkan pembiayaan tanpa riba. Syirkah adalah salah satu pembiayaan tanpa riba dan 
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karena karakteristiknya merupakan salah satu opsi bagi orang islam untuk berbisnis dengan 
harapan mendapatkan imbalan atas keuntungan dari bisnis mereka (Saripudin, 2016). 

Berdasarkan paparan di atas bahwa adanya sebuah prosedur sebagai syarat dan ketentuan 
yang dilakukan antara KSU Desa Kota Indonesia dan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) 
Masjid Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun untuk melakukan sebuah akad kerja sama dalam 
pengadaan alat-alat berat. Maka, peneliti tertarik melakukan penelitian lebih dalam tentang 
“Aplikasi Join Operation Antara KSU Dengan LKM Dalam Pengadaan Alat-Alat Berat Menurut 
Hukum Ekonomi Syariah”. 
 
METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif sifatnya 
deskriptif. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, 
analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti dilokasi penelitian, tidak dituangkan dalam 
bentuk dan angka-angka tapi dalam bentuk naratif (Salim & Haidir, 2019). 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research. Peneliti terjun langsung ke 
lokasi penelitian untuk mengamati individu yang sedang diteliti melalui interaksi dan adaptasi 
kehidupan selama beberapa hari bahkan beberapa bulan (Maros et al., 2016). Dalam penelitian 
kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data. Melalui 
observasi dan keterlibatan langsung di lapangan, peneliti menjadi bagian dari topik yang sedang 
diteliti. Sebagai manusia, peneliti dianggap sebagai alat yang paling tepat untuk memahami 
hubungan antara fakta-fakta di lapangan dibandingkan dengan instrument lain (Abdussamad, 
2022). 

Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan model Miles dan Huberman yang 
mengemukakan bahwa, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 
berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Adapun proses 
data analisis tersebut yakni, sebagai berikut (Sarosa, 2021) : Reduksi Data (Data Reduction), 
Penyajian Data (Data Display), Menarik Kesimpulan dan Verifikasi 

Dalam penelitian ini pengecekan keabsahan data menggunakan tringulasi sumber. 
Menurut Moleong dalam (Salim & Syahrum, 2012), tringulasi ialah teknik pemeriksaan 
keabsahan data dapat memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang diperoleh dari penggunaan teknik 
pengumpulan data. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Praktik join operation antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan 
Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil’alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat berat 

KSU Desa Kota Indonesia adalah lembaga usaha yang bertujuan untuk mencapai 
kesejahteraan bersama, dengan berbagai jenis badan usaha. Beragam usaha ini dipilih untuk 
memenuhi kebutuhan anggota, salah satu dari program usahanya yaitu join operation, dalam 
pengertiannya join operation terdapat pada Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum 
Nomor 05/PRT/M/2011, kerjasama operasi adalah kerja sama usaha antara satu atau lebih 
BUJKA dengan satu atau lebih BUJK yang bersifat sementara untuk menangani satu atau lebih 
proyek. Kerja sama ini tidak memerlukan pembentukan badan hukum baru berdasarkan hukum 
Indonesia (BPK, 2023). Dasar hukum dalam join operation terdapat pada Pasal 1338 ayat (1) 
KUHPerdata yang berisi “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-
undang bagi yang membuatnya”, kemudian Perjanjian kerja sama tersebut tidak boleh 
bertentangan dengan syarat sah perjanjian yaitu menurut pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata yang 
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berisi “menyatakan sebagian salah satu syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan adanya 
sepakat mereka yang mengikat dirinya” (BPK, 2023). 

Pelaksanaan join operation yang sudah berjalan di KSU Desa kota Indonesia adalah join 
operation antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid 
Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat berat. Hal ini dikarenakan Lembaga 
Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun memiliki sebuah proyek 
besar dan mengingat keterbatasan dana dari Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid 
Rahmatan Lil’Alamin untuk pengadaan alat-alat berat, maka memerlukan bantuan dari KSU 
Desa Kota Indonesia untuk mensukseskan proyek besar tersebut dengan pengadaan alat-alat 
berat agar proyek tersebut dapat dibangun dan berjalan dengan optimal. Join operation ini 
termasuk salah satu macam join operation yaitu Non-Administrative Join Operation, karena dalam 
praktiknya tidak membentuk lembaga baru, sehingga kerjasama ini dilakukan atas nama KSU 
Desa Kota Indonesia dan LKM Masjid Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun. 

Praktik join operation antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan 
Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat berat telah 
memenuhi unsur-unsur join operation pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat (PUPR) No. 14 Tahun 2020 meliputi kesepakatan bersama, kontribusi masing-masing 
pihak dan pihak yang terlibat. 

Didalam kerjasama antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan 
Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun diawali dengan pihak LKM Masjid 
Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun survei mengenai harga dan spek alat-alat berat yang 
dibutuhkan dalam membangun sebuah proyek kepada produsen, setelah adanya survei kedua 
belah pihak saling bertemu untuk bermusyawarah dan negoisasi sehingga didalamnya terdapat 
kesepakatan bersama, hal ini adanya surat perjanjian MOU antara KSU Desa Kota Indonesia 
dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun dalam 
pengadaan alat-alat berat dan didalamnya terdapat kontribusi masing-masing pihak. Setelah 
adanya MOU, KSU Desa Kota Indonesia mengeluarkan dana secara tunai untuk diberikan 
kepada LKM Masjid Rahmatan Lil’Alamin, kemudian Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) 
Masjid Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun membelikan alat-alat berat dan memberikan 
keuntungan kepada KSU Desa Kota Indonesia dengan secara cicilan. Adapun pihak yang terlibat 
dalam join operation adalah KSU Desa Kota Indonesia dan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) 
Masjid Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun. 

Selain memenuhi unsur-unsur dalam praktik join operation antara KSU Desa Kota Indonesia 
dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil’Alamin dalam pengadaan 
alat-alat berat telah memenuhi prinsip-prinsip join operation pada Peraturan Menteri Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) No. 14 Tahun 2020 yang didalamnya terdapat kerja sama 
saling menguntungkan, tanggung jawab bersama, pembagian keuntungan dan kerugian, dan 
transparansi. Prinsip-prinsip ini bertujuan agar memastikan kejelasan dan keadilan kedua belah 
pihak untuk mencegah perselisihan di kemudian hari. 

Didalam praktiknya join operation antara KSU Desa Kota Indonesia dengan LKM Masjid 
Rahmatan Lil’Alamin dalam pengadaan alat-alat berat. Pada kerja sama saling menguntungkan, 
KSU Desa Kota Indonesia dengan LKM Masjid Rahmatan Lil’Alamin masing-masing 
mendapatkan keuntungan dari kerja sama ini, keuntungan LKM yaitu tidak adanya prosedur 
yang rumit sehingga menjadi mudah, kemudian bila adanya keterlambatan kerena suatu hal 
KSU bisa memahami. Sedangkan keuntungan KSU yaitu dapat memutarkan modalnya dan 
dapat keuntungan dari LKM, sehingga kedua belah pihak merasa diuntungkan. Pada tanggung 
jawab bersama, didapati pada isi surat perjanjian MOU, KSU Desa Kota Indonesia memberikan 
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dana cash kepada pihak LKM, sedangkan pihak LKM membelikan alat-alat berat serta 
mengembalikan dana tersebut secara cicilan. Pada pembagian keuntungan dan kerugian, hal ini 
keuntungan LKM mendapatkan keuntungan fasilitas dengan harga lebih murah kisaran 3,5% - 
5% dalam kerja sama dengan KSU Desa Kota Indonesia dibanding dengan lising. Adapun bila 
mana lising maka akan terkena keuntungan yang lebih mahal, karena lising dalam pembiayaan 
alat-alat berat kisaran 10% - 14% serta adanya biaya administrasi, biaya asuransi dan lain-lain 
(Bank, 2024), sedangkan keuntungan KSU mendapatkan keuntungan dari cicilan yang 
dibayarkan oleh pihak LKM kepada KSU. Dalam hal kerugian atau kendala tidak ada kendala 
dari KSU namun dari LKM saat ini adanya keterlambatan pembayaran tetapi masih bisa 
diselesaikan dengan cara mengingatkan kepada pihak LKM. Pada transparansi, didapati 
keterbukaan mengenai keuntungan dalam bermusyawarah ketika LKM mengajukan Join 
Operation sehingga LKM keterbukaan dalam harga, sedangkan KSU keterbukaan dalam hal 
keuntungan. 

Optimalisasi Kerja Sama Operasi dapat mempermudah dan mempercepat pelaksanaan 
pembangunan proyek Lembaga kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil'Alamin Al-
Zaytun dalam pembelian alat-alat berat yang baru dan terbarukan. Dalam hal ini praktik join 
operation antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid 
Rahamatan Lil’Alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat berat telah memenuhi unsur-unsur 
dan prinsi-prinsip join operation sesuai dengan peraturan atau pasal-pasal yang mengatur kerja 
sama operasi (join operation). Sehingga, dalam pelaksanaannya pun kedua belah pihak tidak 
melakukan unsur-unsur yang dilarang oleh pasal-pasal yang mengatur dalam kerja sama operasi 
(join operation). 
Praktik join operation antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan 
Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil’alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat berat 
menurut Hukum Ekonomi Syariah 

Join operation menurut hukum ekonomi syariah dapat disebut dengan syirkah. Sedangkan 
menurut fatwa DSN-MUI nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tahun 2017, akad syirkah adalah 
perjanjian kerja sama antara dua atau lebih pihak untuk suatu usaha tertentu di mana masing-
masing pihak memberikan kontribusi dana atau modal usaha (ra's al-mal), dengan keuntungan 
dibagi secara proporsional atau sesuai dengan nisbah yang disepakati., sedangkan kerugian 
ditanggung oleh masing-masing pihak secara proporsional. Syarik adalah mitra atau pihak yang 
melaksanakan akad syirkah, baik berupa orang (syakhshiyah thabi'yah) atau disamakan dengan 
orang, baik badan hukum maupun bukan badan hukum (syakhshiyah i'tibariah/syakhshiyah 
hukmiyah) (Risqy & Nurlina, 2021). Adapun hukum syara' yang menjadi dasar hukum Syirkah 
merujuk pada Al-Qur’an surat shad ayat 24 sebagai berikut: 

 :38/ص ( ... مُْۗھ اَّم لٌیْلَِقوَ تِحٰلِّٰصلا اوُلمِعَوَ اوُْنمَاٰ نَیْذَِّلا َّلااِ ضٍعَْب ىلٰعَ مْھُضُعَْب يْغِبَْیَل ءِاۤطََلخُلْا نَمِّ ارًیْثِكَ َّناِوَ...
24(  

“Sesungguhnya banyak di antara orang-orang yang berserikat itu benar-benar saling merugikan 
satu sama lain, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, dan sedikit sekali mereka itu.” 
(Kemenag, 2019) 
Pada lafadz “khulathaa” yang menunjukkan makna kebolehan dalam perserikatan serupa 

dengan makna syirkah, yaitu join operation antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga 
Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat 
berat. Dalam mekanismenya praktik join operation antara KSU Desa Kota Indonesia dengan 
Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun dalam 
pengandaan alat-alat berat memiliki beberapa tahapan: Pertama, survei harga dan spek alat-alat 
berat: pihak Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun 
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mensurvei terlebih dahulu alat-alat berat yang ingin dibeli ke produsennya, sehingga memiliki 
gambaran harga dan spek alat-alat berat yang akan dijadikan harga besaran pokok pinjaman. 
Kedua, kesepakatan: kedua belah pihak saling bertemu, yaitu KSU Desa Kota Indonesia dan 
Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil’Alamin, melakukan kesepakatan 
dalam kerjasama proyek untuk pengadaan alat-alat berat dalam negoisasi perjanjian. Ketiga, 
penerimaan biaya besaran pokok: Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan 
Lil’Alamin Al-Zaytun memperoleh biaya besaran pokok untuk pengadaan alat-alat berat dari 
KSU Desa Kota Indonesia. Keempat, pembayaran: Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid 
Rahmatan Lil’Alamin membayar secara tunai dalam pembelian alat-alat berat kepada produsen, 
sedangkan dalam pengembaliannya Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan 
Lil’Alamin Al-Zaytun kepada KSU Desa Kota Indonesia secara angsuran dan tunai. Kelima, 
pembuatan surat MOU: KSU Desa Kota Indonesia dan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) 
Masjid Rahmatan Lil’Alamin saling memahami satu sama lain agar tidak adanya kecurangan. 

Dengan demikian, syirkah (kerja sama) telah memberikan kejelasan dan keadilan dalam 
pelaksanaan join operation antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan 
Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat berat serta 
memastikan bahwa semua ketentuan telah dipatuhi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, 
karena berdasarkan kesepakatan pada saat kontrak akad yang dimana adanya tawar menawar 
tidak flat sebagai implementasi dari keikhlasan dan keridhoan (an taradin minkum). Sehingga 
manfaat dari pengadaan alat-alat berat untuk membangun sebuah proyek dapat dirasakan secara 
optimal oleh kedua belah pihak.  

Menurut Mubarak dan Hasanudin (2021) dalam hadis riwayat al-Daruquthi (nomor 140), 
diriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: 

 اَذاَِف ُ,ھَبحِاصَ امَُھُ دحََا نْخَُی مَْلامَ نِیْكَیْرِشَلا ثَُلاَثاَنَا : لَاَعَتُ Yَّا لاَق م.ص Yَّا لُوُْسرَ لَاَق : لَاَقَ ةرَیْرَُھ يبَِأ نْعَ
)دوادوبا هاور( امَھِنِیَْب نْمِ تُجْرَخَ نَاخَ  

“Yang artinya: “Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Allah Swt., berfirman, Aku adalah yang ketiga 
pada dua orang yang bersyirkah (bersekutu), selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati 
temannya, Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya” (HR. 
Abu Daud No. 3383).  
 
Dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram menjelaskan hadis ini mengandung 

pesan bahwa Allah memberikan berkah dan pertolongan-Nya kepada dua orang atau lebih yang 
bekerja sama (syirkah) selama mereka saling menjaga kepercayaan dan tidak saling berkhianat. 
Allah berada di tengah-tengah kemitraan itu, yang bermakna bahwa kerjasama yang jujur 
mendapatkan pengawasan dan perlindungan langsung dari Allah. Namun, jika salah satu pihak 
berkhianat seperti menyembunyikan keuntungan, tidak jujur dalam perhitungan, atau 
merugikan pihak lain maka Allah akan keluar dari persekutuan tersebut. Ini menunjukkan 
bahwa Allah tidak lagi memberikan keberkahan atau perlindungan kepada persekutuan yang 
dilandasi pengkhianatan. Pengkhianatan ini juga menyebabkan hilangnya keberkahan dalam 
syirkah, karena ketidakjujuran bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan ajaran Islam 
(Shan’ani, 2017). 

Dengan demikian yang telah dijelaskan oleh dalil-dalil diatas memberikan uraian mengenai 
dasar hukum yang mendasari kebolehan berserikat (syirkah) dan yang telah disepakati oleh 
mayoritas ahli fiqh, tujuan utama dari syirkah adalah untuk memberikan kemudahan dalam 
kehidupan sehari-hari umat. Akad ini sangat diperlukan oleh masyarakat sebagai bentuk kerja 
sama dan saling tolong menolong antar individu yang memerlukan dukungan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup mereka. 
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Dalam hal ini, praktik join operation antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga 
Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil’AlaminAl-Zaytun dalam pengadaan alat-alat 
berat telah membawa manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak, akad yang digunakan adalah 
adanya pinjaman dengan keuntungan dan ini bertentangan dengan prinsip syariah karena 
mengandung unsur riba, alternatif yang lebih sesuai tanpa melibatkan unsur riba adalah akad 
musyarakah, karena kerjasama kedua belah pihak adanya keridhoan dan keikhlasan untuk 
memberikan bantuan saling tolong menolong terhadap satu sama lain. Sehingga, pada 
praktiknya pihak KSU Desa Kota Indonesia sebagai shahibul maal yang menyediakan dana untuk 
keperluan proyek dalam bentuk pengadaan alat-alat berat dan pihak Lembaga Kesejahteraan 
Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun sebagai pengelola yang membangun 
proyek atau disebut mudharib. Jadi join operation antara KSU Desa Kota Indonesia dengan 
Lembaga Kesajahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil’Alamin dalam pengadaan alat-alat 
berat dapat disebut dengan salah satu macam syirkah yaitu syirkah mudharabah. 

Menurut para ahli fiqh, syirkah (kerja sama) dalam pelaksanaanya perlu adanya rukun dan 
syarat yang perlu dipenuhi agar sesuai dengan ajaran Islam. Rukun pada syirkah terdapat ijab 
qabul, subjek perserikatan dan objek perserikatan. Sedangkan, syarat dalam syirkah didalamnya 
meliputi sesuatu yang bertalian dengan semua bentuk syirkah baik dengan harta maupun dengan 
yang lainnya. Dalam hal ini terdapat dua syarat yaitu yang berkenaan dengan benda yang 
diakadkan adalah harus dapat diterima sebagai perwakilan, dan yang berkenaan dengan 
keuntungan yaitu pembagian keuntungan harus jelas serta dapat diketahui kedua belah pihak. 
Berdasarkan yang telah peneliti amati pada praktik join operation antar KSU Desa Kota Indonesia 
dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun dalam 
pengadaan alat-alat berat dapat disimpulkan dalam kerja sama tersebut telah memenuhi rukun 
dan syarat dalam ajaran islam.  

Hal ini terlihat pada syarat dan ketentuan join operation yang melibatkan dua pihak yang 
berijab qabul, pihak pertama, KSU Desa Kota Indonesia sebagai shahibul maal yang menyediakan 
dana untuk keperluan proyek dalam bentuk pengadaan alat-alat berat dan pihak kedua, 
Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun sebagai 
pengelola yang membangun proyek atau disebut mudharib. Kedua pihak lembaga telah 
memenuhi subjek perserikatan pada seluruh pengurusnya sudah baligh, berakal, dan pandai 
membelanjakan harta yang sesuai dengan perjanjian. Proyek yang dijadikan objek perserikatan 
sesuai dengan perjanjian kerja sama dalam pengadaan alat-alat berat antara kedua belah pihak, 
dan syaratnya yaitu modal besaran pokok untuk pengadaan alat-alat berat yang harus diberikan 
kepada pihak Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun 
serta keuntungan yang harus diberikan kepada pihak KSU Desa Kota Indonesia sehingga kedua 
lembaga saling membantu dan tolong menolong.  

Prinsip-prinsip kerja sama (syirkah) didalamnya meliputi prinsip suka sama suka, prinsip 
keterbukaan, prinsip Iktikad baik, dan prinsip At-Ta’awun. Berdasarkan yang telah peneliti amati 
pada praktik join operation antar KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan 
Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat berat dapat 
disimpulkan dalam kerja sama tersebut telah memenuhi prinsip-prinsip syirkah yang sesuai 
dengan ajaran islam. 

Hal ini terlihat pada mekanisme join operation terdapat prinsip suka sama suka, antara KSU 
Desa Kota Indonesia dan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahamatan Lil’Alamin 
Al-Zaytun saling bertemu untuk negoisasi dan tawar menawar dalam kesepakatan kerjasama. 
Pada prinsip keterbukaan, antara KSU Desa Kota Indonesia dan Lembaga Kesejahteraan Masjid 
(LKM) Masjid Rahamatan Lil’Alamin Al-Zaytun saling terbuka mengenai harga dan 
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keuntungan, pihak LKM keterbukaan mengenai harga dan KSU keterbukaan mengenai 
keuntungan. Pada prinsip Iktikad baik, antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga 
Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun telah membuat surat 
perjanjian secara tertulis setelah adanya kejujuran dan keterbukaan terkait harga dan 
keuntungan. Pada prinsip At-Ta’awun, dalam join operation antara KSU Desa Kota Indonesia 
dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun dalam 
pengadaan alat-alat berat keduanya saling membantu. Pihak KSU meminjamkan dana cash 
kepada pihak LKM dengan harga yang lebih murah kisaran 3,5% - 5% dengan prosedur yang 
mudah dan cepat, dibanding lising dengan harga mahal kisaran 10% - 14%. Sedangkan, LKM 
memberikan keuntungan kepada KSU dengan cara cicilan serta membantu KSU dalam 
memutarkan dana koperasi.  

Dengan demikian dalam praktik join operation antara KSU Desa Kota Indonesia dengan 
Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahamatan Lil’Alamin Al-Zaytun dalam 
pengadaan alat-alat berat menurut hukum ekonomi syariah telah memenuhi rukun, syarat dan 
prinsi-prinsip syirkah sesuai ajaran islam. Sehingga, kedua belah pihak tidak terlihat adanya 
unsur-unsur yang dilarang oleh syari’at islam dalam berkerja sama (syirkah) tetapi didalam 
pelaksanaannya hampir mirip dengan murabahah dalam hal pembiayaan dan musyarakah 
mutanaqisah dalam hal operasional.  

Hal ini implementasi join operation antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga 
Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahamatan Lil’Alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-
alat berat, sesuai dengan prinsip syirkah menunjukkan bahwa semua elemen dalam perjanjian 
telah memenuhi syarat akad yang ditetapkan dalam islam, seperti suka sama suka, saling tolong 
menolong dan saling keterbukaan, karena kedua belah pihak saling dan ingin membantu satu 
sama lain dalam pengadaan alat-alat berat ini. 
 
KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil paparan data, temuan penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan 
oleh peneliti, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktik join operation antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid 

(LKM) Masjid Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat berat diawali 
dengan pihak LKM Masjid Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun survei mengenai harga dan spek 
alat-alat berat yang dibutuhkan dalam membangun sebuah proyek kepada produsen, setelah 
adanya survei kedua belah pihak saling bertemu untuk bermusyawarah dan negoisasi 
sehingga didalamnya terdapat kesepakatan bersama, hal ini adanya surat perjanjian MOU 
antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid 
Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat berat dan didalamnya terdapat 
kontribusi masing-masing pihak. Setelah adanya MOU, KSU Desa Kota Indonesia 
mengeluarkan dana secara tunai untuk diberikan kepada LKM Masjid Rahmatan Lil’Alamin, 
kemudian Lembaga Kesejahteraan Masjid (LKM) Masjid Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun 
membelikan alat-alat berat dan memberikan keuntungan kepada KSU Desa Kota Indonesia 
dengan secara cicilan. 

2. Praktik join operation antara KSU Desa Kota Indonesia dengan Lembaga Kesejahteraan Masjid 
(LKM) Masjid Rahmatan Lil’Alamin Al-Zaytun dalam pengadaan alat-alat berat menurut 
hukum ekonomi syariah secara formal dapat disebut dengan syirkah mudharabah. Dalam 
pelaksanaanya telah memenuhi rukun, syarat dan prinsi-prinsip syirkah sesuai ajaran islam. 
Sehingga, kedua belah pihak tidak terlihat adanya unsur-unsur yang dilarang oleh syari’at 
islam dalam berkerja sama (syirkah) tetapi dalam praktiknya hampir mirip dengan murabahah 
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dalam hal pembiayaan dan musyarakah mutanaqisah dalam hal operasionalnya. Hal ini kedua 
belah pihak dalam kerjasamanya saling suka sama suka, saling tolong menolong dan saling 
keterbukaan, karena kedua belah pihak saling dan ingin membantu satu sama lain dalam 
pengadaan alat-alat berat ini. 
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